BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 4 /TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANYUMAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna
Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2021;

L.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
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L.

11.

12.

13.

14.

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor
3 SeriE);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D ) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
46);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2012 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan
Prosedur  Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020
Nomor 11);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Melimpahkan sebagian kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran
sebagaimana tercantum dalam kolom 2 kepada Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 3
dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam kolom 4
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kuasa Pengguna
Anggaran sebagaimana dimaksud dalam  diktum KESATU
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Pengguna Anggaran masing-masing Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari
2021.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 0 4 JAN 2021\
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN




'
NIESNH AVINHOV

‘SYVINNANVE 1LVdNd

|Frepunag

‘(L) Suen veyeque], NS uep (S7) Sunssuer]
Irelequd]y yejuned Jeing [ueduejepueuLdwW
vdi ‘eAuse8ny  ueseuesyePwW = weep ‘3

‘ueguepun-suepuniad uernjeiad

|(Wds)

yeioeq
AN Suereq uee[o[oduad weidoid

sewndueg
uojednqey] yeise( 19Sy
ue( ueduenay uepeq eped

[uenjuajes] ueSuop rensos eAuure] ygy sesn) uesjeuessyePwW  °J eped ueredduy eund3uad eseny] yesae(] josy 3uepiq ereday]| ‘¢
‘eAuqemel
3un33ue) pefuow Sued uereddue ueeuesyeod Isemeduow ‘9 sewndueqg uajednqey] yeioeq
‘uesidelo)ip yerey 3uek uere3d3ue sejeq urefep urej ueduenay] ueeojadusd weidold jasy ue( ueduenoy] uepeyqg
seyrd ueduop ewes el1oy uerlueliad /uejedr uesepeduow ‘p eped ueredduy eunddusd eseny]| eped ueredduy 3uepig ereday]| ‘g
| ‘uerelequiad
ueyejuLowow uep ueyide; seje uelnSuod uesnsepw o
‘eAuurduidip sueA 43S JUn ueIlessue uejeuesiepwW ‘q Jeloe(J UByBlULIOWId seuinAueg usjedngey]
‘efueroq uereddue ueqaq seje uesnin uelunuad weidoid ye1ae(] oSy ue(q ueduenay]
uerenpoduod ueyMjeqnpeduowr 3Jued uexepur} uedneEW ‘e eped uered3uy eund3uad eseny] ueped eped surejonjag| I
14 € (¢ 1
NVIVODNV VNNODNHd VSVNA NAVTES NVONVNIHMHN EvldvC NVONVIRLL SVNIA NWVIVAd Nv.Lvavr ‘'ON

NVVIOTHIONHd WVIVA NV.Lvavre

120C NVIVODONV NNHV.L SVINQANVYE NHLVdNEV3 HVIAVA LISV NVA NVONVNHEI NvAvd
NVONNOMONIT IA NVIVOONV VNNOONHd NVONVNHMAN NVIDVHHES NVHVAINITH dV.ILAVA

1202 NVIVOONY NNHV.L SVIWNANVE NALVINEVY HVIAvVA
LASY NVA NVONVNEM NVAVE NYONNIONIT IA NVIVOONY
VNNOONAd NVONVNIMT NVIOVEES NVHVINITED
DNVINAL

1202 NNHVL/ 9 /006 JOWON

SVINNANVE ILVdNd NVSNLNdE NVIIdNY'T




